
Masalah Lapas Over Kapasitas,
Komisi III DPR Minta Pemerintah Jan-
gan Omdo Saja
Realitarakyat.com – Komisi III DPR mendorong revisi Undang-Undang UU No 12/1995
tentang Pemasyarakatan (UU PAS), UU No 35/2009 tentang Narkotika dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menyelesaikan persoalan overkapasitas
lembaga pemasyarakatan (lapas).

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menjelaskan, RUU Pemasyarakatan saat ini
sudah masuk dalam prolegnas prioritas. Pada periode yang lalu sebenarnya RUU ini
sudah hampir disahkan di rapat paripurna, tapi akhirnya diputuskan dilanjutkan
pada DPR periode sekarang. Begitu juga dengan RUU KUHP.

“Kita sepakat di-carry over, mestinya di awal-awal itu sudah kita garap, seperti
undang-undang carry over yang lain, ada di Migas di Komisi VII, tetapi ini
pemerintah juga belum mau mengajukan, kita juga selalu bertanya,” kata Adies
dalam diskusi Forum Legislasi DPR bertajuk “Overkapasitas Lapas, RUU
Pemasyarakatan Dibutuhkan” di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Menurut politikus Golkar ini, Komisi III sudah mengirim surat sampai 5 kali ke
Kementerian Hukum dan HAM yang berisi meminta segera pemerintah memulai
pembahasan RUU PAS. Namun pemerintah menjawab belum siap untuk melakukan
pembahasan tersebut. “Termasuk juga KUHP. Nah, yang lucu lagi KUHP belum,
sekarang dilanjutkan lagi RUU Perdata, UU Perdata, hukum acaranya belum, sudah
ajukan lagi perdata,” ungkapnya.

“RUU KUHP ini saja sudah 3 atau 4 periode baru selesai, ini diajukan lagi, mau
berapa tahun selesai,” katanya lagi.

Komisi III akan menanyakan lagi kepada Menkumham Yasonna Laoly mengenai tindak
lanjut RUU PAS. Sebab, beleid ini nanti akan banyak membantu pemerintah untuk
menyelesaikan masalah overkapasitas lapas.

Adies menganggap, pembangunan lapas baru bukan solusi, karena warga binaan juga
akan terus bertambah. Begitu dengan sumber daya manusia, di mana seorang sipir
harus mengawasi 30-150 orang napi. Berdasarkan data Kemenkumham, dari 528 lapas
dan rutan, 403 mengalami overkapasitas dan sebesar 60%-70% isinya napi
narkotika.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, Badan Narkotika Nasional
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(BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan dan pemerintah provinsi (pemprov) harus duduk
bersama mencari solusi dari permasalahan overkapasitas ini, agar seiring
sejalan.

“Jadi memang harus ada pembicaraan serius, kami bolak-balik membicarakan saat
rapat dengan Menkumham, ayo kita rapat bersama, terintegrasi, kita atur betul-
betul bagaimana regulasinya agar ini bisa terpecahkan, selama pemerintah tidak
mau duduk dan membenahi hulunya,” tutur Adies.

Overkapasitas lapas tidak bisa dianggap remeh karena kondisinya sudah sangat
akut. Pemerintah harus segera memberikan perhatian dan atensi dengan melakukan
perubahan terhadap regulasi, kebiasaan oknum petugas.

“Jangan hanya ngomong A, I, U, BA, BI, BU tapi juga kenyataannya besok terjadi
lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, omong doang (omdo),” katanya.[prs]


